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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah 
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pemerintah 
Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan 
dasar dan non dasar serta urusan pilihan. Secara lebih spesifik 
pembagian urusan dimaksud diatur dalam Lampiran Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Rancangan Perubahan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) 
disampaikan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Rancangan 
Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disepakati 
bersama sebelum dilanjutkan dengan proses penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program 
prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah.

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan atas 
Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024. Perubahan tersebut, disebabkan 
oleh perubahan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan 
asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 seperti 
perubahan asumsi makro yang telah disepakati yang berpengaruh
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terhadap kemampuan fiskal daerah, perkiraan pelampuan/tidak 
tercapainya target pendapatan daerah, adanya faktor-faktor yang 
menyebabkan teijadinya peningkatan belanja daerah dan perubahan 
pembiayaan.

Perubahan PPAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 
2024 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan 
DPRD dalam membahas dan menetapkan Rancangan Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan menjadi pedoman 
kebijakan operasional bagi segenap Satuan Keija Perangkat Daerah 
(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 
penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 
pada tahun anggaran 2024. Rencana program dan kegiatan dimaksud 
selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan 
(RKAP) SKPD yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi masing-masing.

1.2. Tujuan Penyusunan
Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 mempunyai tujuan 

menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberikan informasi rencana perubahan pendapatan daerah dan 

perubahan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan prioritas 
belanja daerah dan perubahan plafon anggaran sementara;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
Anggaran 2024; dan

1.3. Dasar Hukum
Dasar hukum sebagai pedoman penyusunan Perubahan PPAS 

Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883);

19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 
16);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 
2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2013-2032;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 13 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 14 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 12 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 9).
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27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan 14 Tahun 2012 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 14);

1.4. Sistematika Penyusunan

Perubahan PPAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 
2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, tujuan dasar hukum, sistematika 
penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023.

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
DAERAH
Memuat rencana pendapatan daerah dan penerimaan 
pembiayaan daerah.

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Memuat rencana belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan 
daerah serta prioritas belanja pembangunan.

BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN 
PROGRAM / KEGIATAN
Memuat plafon anggaran sementara berdasarkan urusan 
pemerintahaan, plafon anggaran sementara berdasarkan 
program/kegiatan, dan plafon anggaran sementara belanja 
wajib.

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 
Memuat pembiayaan daerah 

BAB VI PENUTUP
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BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024

Rencana perubahan pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan berpedoman pada target capaian pendapatan daerah tahun anggaran 
beijalan dan ketentuan-ketentuan pemerintah pusat tentang alokasi dana 
perimbangan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perubahan target 
pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan 
Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Secara keseluruhan target pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan mengalami kenaikan. Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan dari 
Rpl.644.127.817.436,00 menjadi sebesar Rpl.695.228.626.558,00 dengan 
penambahan sebesar Rp51.100.809.122,00 atau 3,11%, pendapatan tersebut 
masing-masing bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 
Rp207.082.403.340,00, Pendapatan Transfer sebesar
Rpl.482.212.970.418,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 
Rp5.929.652.800,00., perubahan pendapatan daerah dapat dilihat pada 
Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS PENDAPATAN 
DAERAH

SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / 

BERKURANG j
PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 202.581.342.616,00 207.086.003.340,00 4.504.660.724,00

Pajak Daerah 17.561.036.000,00 17.677.350.593,00 116.314.593,00
Retribusi Daerah 145.114.359.147,00 164.643.732.604,00 19.529.373.457,00
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan

6.530.246.663,00 6.530.246.663,00 0,00

Lain-lain PAD yang Sah
33.375.700.806,00 18.234.673.480,00 -15.141.027.326,00
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PENDAPATAN
TRANSFER 1.441.521.474.820,00 1.482.212.970.418,00 40.691.495.598,00

Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat 1.368.393.899.800,00 1.409.085.395.398,00 40.691.495.598,00
Pendapatan Transfer 
Antar Daerah 73.127.575.020,00 73.127.575.020,00 0,00

LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH

25.000.000,00 5.929.652.800,00 5.904.652.800,00

Pendapatan Hibah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Lain-lain Pendapatan 
Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan

0,00 5.904.652.800,00 5.904.652.800,00

Jumlah Pendapatan 1.644.127.817.436,00 1.695.228.626.558,00 51.100.809.122,00
Sumber BPKPD Kab. HSS 2024

2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 
Rp4.501.060.724,00 atau 2,22% menjadi Rp207.082.403.340,00 bila 
dibandingkan dengan target sebelum perubahan sebesar 
Rp202.581.342.616,00. Pendapatan Asli Daerah pada objek Pajak 
Daerah menjadi Rpl7.677.350.593,00, Retribusi Daerah menjadi 
Rpl64.640.132.604,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 
menjadi Rp6.530.246.663,00 dan Lain-Lain PAD yang Sah menjadi 
Rpl8.234.673.480,00.

2.2. Perubahan Pendapatan Transfer

Perubahan Dana Transfer untuk tahun 2024 ditargetkan 
mengalami peningkatan sebesar Rp40.691.495.598,00 menjadi 
Rpl.482.212.970.418,00 atau 2,82% bila dibandingkan dengan target 
sebelum perubahan dengan jumlah Rpl.441.521.474.820,00.

2.3. Lain- lain Pendapatan yang Sah

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk 
Perubahan APBD tahun 2024 ditargetkan mengalami peningkatan 
sebesar Rp5.904.652.800,00 menjadi Rp5.929.652.800,00.
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BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Perubahan Prioritas Belanja Daerah

Perubahan Prioritas dan plafon anggaran sementara untuk masing- 
masing SKPD disusun dengan mempertimbangkan adanya perubahan- 
perubahan pada program dan kegiatan yang memerlukan penyesuaian 
dalam upaya percepatan peningkatan pelayanan publik, dan adanya 
aspirasi dari masyarakat. Selain itu, perubahan ini digunakan untuk 
mengakomodir dan mendukung program dan kegiatan serta 
pendampingan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Jumlah Belanja Daerah pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 
2024 bertambah sebesar Rp276.114.502.362,00 atau 14,48% menjadi 
Rp2.182.635.627.392,00 dari anggaran sebelumnya sebesar 
Rpl.906.521.125.030,00.

3.2. Perubahan Prioritas Per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Plafon anggaran sementara perubahan masing-masing urusan 
SKPD berdasarkan jumlah keseluruhan sebagaimana tercantum pada 
tabel 3.1 dibawah ini:
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